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ABSTRAK

Arif. Rohmat. 2020. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi Testimonium de Auditu
dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang. Skripsi,
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas
Islam Malang. Pembimbing 1 : Drs. Fathurrahman Alfa, M.Ag, Pembimbing
2. Dr. Syamsu Madyan, Lc, MA

Kata Kunci : Perkara Perceraian, saksi testimonium de auditu, Pengadilan Agama

Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan di muka persidangan
dengan memenuhi syarat formil dan materil mengenai peristiwa dari apa yang dia
lihat, dengar dan alami sendiri namun bagaimana jika saksi yang telah diharikan
para pihak tidak melihat dan mendengar secara langsung peristiwa tersebut,
melainkan hanya mendengar dari orang lain. Yang didalam hukum acara perdata
disebut testimonium de auditu.

Adapun rumusan masalah yang didapat sesuai latar belakang diatas adalah:
Bagaimana pertimbangan hakim mengenai keterangan saksi testimonium de auditu
di pengadilan agama kota malang ?, Bagaimana Pertimbangan hakim mengenai
keterangan saksi testimonium de auditu dalam perkara percerian di pengadilan
Agama Kota Malang ?.

Untuk menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif yang datanya diperolen menggunakan dokumentasi, wawancara yang
telah dilakukan dengan tiga orang hakim, dan studi pustaka dengan mempelajari
buku terkait dengan saksi testimonium de auditu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa menurut hakim Pengadilan
Agama Kota Malang menyebutkan bahwa kekuatan keterangan saksi testimonium
de auditu tidak diakui sebagai alat bukti dan tidak mempunyai nilai pembuktian,
namun didalam praktiknya hakim dapat memeriksa saksi tersebut, dan tidak ada
salahnya untuk mendengarkan keterangannya. Tetapi saksi tersebut tidak
digunakan sebagai alat bukti langsung, melainkan dapat di kontruksikan sebagai
alat bukti persangkaan yang di pertimbangkan secara objektif dan rasional dan
dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu. Selanjutnya pertimbangan hakim
dalam menggunakan saksi tersebut dalam perkara perceraian adalah berdasarkn
pasal 16 ayat 1 UU No 14 tahun 1970 junco No.UU 4 tahun 2004 tentang pokok-
pokok kekuasaan kehakiman, berdasarkan putusan MA UU 11 November 1959 No.
308K/SIP?1959 dan perkara tersebut termasuk perkara Verstek sehingga tidak ada
bantahan dari pohak lawan bahwa peristiwa tersebut tidak benar-benar terjadi.
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ABSTRACT

Arif. Rohmat. 2020. Analysis the Strength of the Evidence of Witness Testimonium
de Auditu in Divorce Cases in Religious Court Malang City. Thesis, Program
Study Islamic Family Law, Fakulty of Islamic Studies, University of Islam
Malang. Mentor 1 : Drs. Fathurrahman Alfa, M.Ag, Mentor 2. Dr. Syamsu
Madyan, Lc, MA

Keywords: divorce case, witness testimonium de auditu, religious courts

A witness is a person who has met the formal and material requirements
and his testimony is given in court from what he has seen and experienced by
himself, but what if the witness does not see it directly but only hears it from

someone else ? in the witness's civil law it is called testimonium de auditu

As for the problems of the statement above is as follows : How about the
strength of the witness testimonium de auditu in the divorce case at Religious
court in Malang city ? and How is the consideration of judges about the witness

testimony de auditu at Religious court in Malang city ?.

To answer the questions above, the researcher uses a qualitative approach,
The data is collected using documentation interview techniques with three

judges as informants, and library research about testimonium de auditu.

From the results of the research that has been done it can be concluded that
according to the judge, the strength of the witness testimony de auditu at the
Religious Court in malang city is not recognized as a tool of evidence, but rather
in practice The judge has the authority to examine the witness, and it is not
wrong for the judge to hear the witness' testimony, The not as direct evidence.
But the testimony can be construed as a tool of proof of hypothesis with
objective and rational judgment and it can serve as a basis fot proving
something. And the judge’s consideration of the use of the witness de auditu
in divorce cases in religious courts malang city. that is based on the article 16
(1) UU Number.14 year 1970 junco. UU Number.4 year 2004 about the main
points of judicial authority, jurisprudence supreme court 11 november 1959

number. 308 K/SIP/1959. and This includes cese verstek so there is no objection.
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Hukum merupakan keseluruhan aturan yang dibuat oleh manusia, jika
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hukum tidak dipatuhi selayaknya, maka ada lembaga peradilan penegak hukum
yang memiliki wewenang mengadili perkara tersebut sesuai dengan perkaranya.
Ada 4 lembaga penegak hukum di Indonesia, salah satunya yang menjadi

tempat penelitian ini adalah lembaga Pengadilan Agama Kota Malang.

Menurut UUD 1945 pasal 24 ayat 2 dikatakan bahwa “Peradilan Agama
merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung bersama badan peradilan lainnya, di lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.” Dan peradilan agama di
Indonesia itu tidak mengadili perkara peradilan islam secara keseluruhan,
melainkan peradilan agama telah melebur dengan keadaan hukum yang di

Indonesia.

Pengadilan agama yang tercantum pada Undang-undang Nomor 7
tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006
menyatakan bahwa salah satu pelaksanaan kekuasan kehakiman bagi rakyat
pencari keadilan yang beragama islam, mengenai perkara perdata tertentu,

diantaranya adalah perkara perceraian (https://ngada.org/uu3-2006.bt.htm

Diakses pada tanggal 23 Agustus, Pukul 13.27 WIB). Untuk mengajukan

perceraian seseorang hanya bisa mengajukan permohonannya dimuka
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persidangan setelah keduanya tidak bisa memperoleh kesepakatan untuk

berdamai.

Pada dasarnya manusia tidak lepas dari hubungan antara sesama,
mereka saling berdampingan untuk mencapai tujuan bersama dan salah satu
lingkungan sosial yang paling kecil adalah dari lingkungan keluarga. Tidak
dapat dipikirkan, manusia itu sebagai makhluk yang hidup sendirian yang
menyendiri, tetapi manusia itu dalam hidupnya selalu memerlukan pergaulan
dengan manusia lainnya karena mereka itu saling membutuhkan

(Wignjodipuro. 2000:29).

Untuk itu dalam hidup berkeluarga banyak sekali menimbulkan
terjadinya akibat hukum yang berupa hak dan kewajiban. Jika hal itu tidak
terpenuhi dari suami istri, maka persoalan di dalam keluarga juga dapat
mempengaruhi keharmonisan. karena keharmonisan dalam perkawinan
merupakan tonggak terbentuknya keluarga yang syakinah mawadah warahmah,
dimana semua anggota keluarga harus bahu membahu untuk tercapainya
kesejahteraan lahir maupun batin. Sedangkan di dalam KHI pasal 1l
menyebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat
kuat atau miitsaagan ghaliizhan untuk menaati perintah Allah dan
melakukannya merupakan ibadah (Wignjodipuro. 2000:102) dan tujuan dari
perkawinan menurut KHI pasal 3 adalah perkawinan bertujuan untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
Namun dalam hubungan keluarga kadangkala tidak tercapainya tujuan, selalu

ada permasalahan yang menyebabkan perceraian.
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Disinilah salah satu wewenang Pengadilan Agama dalam urusan
perceraian, sejalan dengan itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39
ayat (1) menyatakan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah Pihak (Wignjodipuro.2000:1047).

Majelis Hakim dalam menimbang dan mengadili suatu perkara di
dalam persidangan, Harus melalui proses tahapan yang ditempuh dalam
pemeriksaan perkara, yang bisa dikatakan sebagai hukum acara. Ini bertujuan
agar memudahkan majelis hakim dalam memberikan keputusan yang sesuai

dengan prosedur beracara yang tertera didalam Undang-Undang.

Dalam beracara tentu tidak bisa terlepas dari proses pembuktian, karena
dari sini hakim mempunyai gambaran tentang perkara yang dimasalahkan oleh
para pihak. Tahapan pembuktian dilakukan oleh para pihak untuk mendapatkan
kebenaran dari peristiwa yang dialaminya. Kebenaran mampu tercapai apabila
selaras dengan kesimpulan maupun hakim. Namun jika sebaliknya berarti
kebenaran itu tidak tercapai. apabila setelah proses pemeriksaan telah selesai
namun pihak yang berperkara tidak menghadirkan bukti lain, dengan ini hakim

dapat menetapkan putusannya.

Adapun jenis-jenis alat bukti yang bisa menjadi bahan pemeriksaan,
dalam pasal 164 HIR dan Pasal RBg, ada 5 alat bukti, yang pertama ada bukti
surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan bukti sumpah (Abdul

Kadir,2000:133). Dan alat bukti saksi meliputi hampir disegala sengketa
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perdata, kecuali jika undang-undang menentukan lain yang telah di sebutkan

dalam pasal 1895 KUHPerdata.

Kegunaan pembuktian ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran
fakta bahwa ada peristiwa hukum telah terjadi, untuk itu hakim akan
mempertimbankannya secara teliti sebelum menjatuhkan putusannya. Lebih
lanjut lagi bahwa kegunaan dari pembuktian secara terperinci adalah untuk
menguji dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya. Atau dalil-dalil yang
digunakan untuk menyangkal suatu kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan
pihak lawan. (Retnowulan&Iskandar. 1997:59). Diajukannya pembuktian ini
dilakukan agar peristiwa tersebut adalah suatu fakta yang benar-benar terjadi.
Dan didalam ketentuam hukum acara disebutkan bahwa pembuktian ini
merupakan suatu hak yang diberikan kepada pihak berperkara. Didalam

praktiknya para pihak menghadirkan pembuktian berupa saksi.

Saksi merupakan seseorang yang melihat, mengetahui, dan mendengar
sendiri peristiwa yang tengah terjadi. Hal tersebut juga berkaitan dengan syarat
materiil saksi yang terdapat dalam pasal 171 HIR, dan pasal 1907 KUH Perdata,
yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan saksi harus berdasar dan
bersumber dari pengetahuan yang jelas, dan sumber yang telah dibenarkan
hukum adalah berupa pengalaman, penglihatan, dan pendengaran yang
langsung dari peristiwa yang menjadi pokok perkara (Harahap. 2007:661).
Secaraumum ada 5 (lima) sifat saksi yang diharuskan menjadi pegangan oleh
hakim dalam proses pemeriksaan, antara lain adalah : kedewasaan, keadilan,

kemerdekaan islam dan itiad baik. Pendapat ini disetujui oleh kaum muslim
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sebagai syarat penerimaan kesaksiannya saksi, berdasarkan firman Allah: QS.

Al- Maidah: 8

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi
orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu
terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan
bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui
apa yang kamu kerjakan”. (Depag RI, 2015)

Dalam hal kesaksian ada yang diberikan dari mulut ke mulut ada yang
dari pendengaran pihak ketiga maupun dari keterangan orang lain yang tidak
menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut yang disebut sebagai
keterangan Testimonium de auditu. Kedudukan saksi tersebut secara yurisdis
tidaklah memenuhi syarat materil. Namun didalam proses persidangan sering
dijumpai para pihak membawa saksi Testimonium de auditu dalam perkara
perceraian yang tidak benar-benar mengetahui kejadian itu secara langsung
dikarenakan peristiwa yang terjadi antara kedua pihak tidak terdapat saksi
yang menyaksikan secara langsung permasalahan rumah tangga tersebut.
dan saksi-saksi tersebut hanya mendengar keterangan dari yang bersangkutan.

Sedangkan para majelis menggunakan saksi tersebut sebagai alat bukti.

Menurut Abdul Kadir (2015:142-143) umumnya para ahli berpendapat
bahwa testimonium de auditu itu tidak dibenarkan, dikarenakan keterangannya

bukan yang ia alami sendiri, lebih lanjut muncul pendapat baru yang
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memberikan kebebasan bagi majelis hakim untuk menganggap keterangan saksi
dari pihak ketiga bisa dianggap sebagai bukti yang langsung jika tidak berdiri
sendiri. dan bisa dikatakan bahwa Testimonium de auditu itu hanya bisa di
jadikan sebagai alat bukti permulaan. Maka dari itu perlu adanya pertimbangan

lain atau dikuatkan oleh bukti yang lain.

Berangkat dari permasalahan ini, untuk mengkaji dan mendalami
seberapa jauh kekuatan saksi testimonium de auditu di dalam perkara
perceraian, karena kedudukan sakti itu dianggap sebagai alat bukti jika saksi
tersebut menyaksikan, dan mengalami sendiri secara langsung.. Maka dari itu
judul  penelitian ini  adalah “ANALISIS TERHADAP KEKUATAN
PEMBUKTIAN SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU DALAM

PERKARA PERCERAIAN”.

. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, bisa
diperoleh rumusan masalah didalam penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana Analisis kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam
perkara perceraian di pengadilan Agama Kota Malang ?

2. Bagaimana Analisis pertimbangan hakim mengenai saksi testimonium de

auditu terhadap perkara perceraian dipengadilan Agama Kota Malang ?

. TUJUAN

Adapun tujuan penelitian ini sebagaimana rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mendeskripsikan kekuatan alat bukti saksi testimonium de auditu

dalam perkara perceraian di pengadilan Agama Kota Malang.



2. Untuk Mendeskripsikan pertimbangan hakim mengenai saksi testimonium
de auditu terhadap perkara perceraian dipengadilan Agama Kota Malang.
D. KEGUNAAN

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

REPOSITORY

1. Secara Teoritis

University of Islam Malang

a. Memberikan sumbangan akademis kepada Fakultas Agama Islam
UNISMA.

b. Sebagai tambahan literatur dan bahan bacaan bagi pihak yang ingin
mengadakan penelitian serupa.

2. Secara Praktis

a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada
masyarakat luas dalam masalah Pemeriksaan saksi.

b. Untuk menambah pengetahuan dalam hal proses persidangan

E. DEFINISI OPERASIONAL
Dalam rangka memberi kepastian dan pandanduan dalam memahami
isi  laporan penelitian ini, untuk itu perlu dijelaskan istilah
yang berkaitan dengan judul skripsi ini, antara lain :

a. Saksi testimonium de auditu adalah saksi yang tidak melihat secara
langsung peristiwa yang tengah terjadi dan hanya mendengar dari
orang lain dan alat bukti ini tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pembuktian merupakan proses persidangan yang dilakukan para
pihak untuk menyakinkan hakim demi terwujudnya kebenaran

dalam putusan.
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c. Perkara perceraian adalah suatu proses persidangan yang di lakukan

antara suami dan istri di pengadilan untuk melakukan perceraian.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan
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1. Kekuatan dari saksi testimonium de auditu sebagai alat bukti
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dipengadilan Agama Kota Malang masih tetap dapat diterima dan tidak

harus ditolak, namun bergantung pada kasus per kasus dan

penggunaannya bukan sebagai alat bukti langsung melainkan
digunakan sebagai bukti persangkaan yang didampingi dengan alat
bukti lain serta apabila ada alasan yang kuat untuk mempercayainya.

2. Dalam penerimaannya saksi testimonium de auditu Hakim Pengadilan
Agama Kota Malang mempunyai berbagai pertimbangan khususnya
perkara perceraian yang berpedoman kepada :

a. Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 junco
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 terkait dengan pokok-
pokok kekuasaan kehakiman,

b. Yurisprudensi MA No0.308/K/1959 tanggal 11 November 1959

c. Perkara tersebut merupakan perkara verstek yang pihaknya tidak
hadir selama persidangan, dan tidak ada sanggahan terhadap bukti

yang dihadirkan.

Dan point utamanya dari pendapat ketiga hakim tersebut, bahwa
keterangannya dapat diterima karena bercocokan dengan bukti lain dan
telah memenuhi alasan perceraian dimana hubungan keluarga para

pihak tidak bisa di satukan kembali.
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B. Saran
1. Dalam menghadapi perkara perceraian yang terdapat saksi de auditu,

hakim harus bersikap dan bertindak obyektif serta rasional untuk

REPOSITORY

mempertimbangkannya, dan tidak serta merta menolak saksi de auditu,

tetapi bukan dijadikan sebagai alat bukti langsung, melainkan sebagai

University of Islam Malang

alat bukti pelengkap, dikarenakan sekiranya keterangan saksi tersebut
dapat dimanfaatkan sebagai petunjuk.

2. Agar terhindar dari suatu perbedaan pendapat terkait alat bukti
testimonium de auditu, perlu adanya perubahan dalam hukum acara
perdata agar kepastian hukum dapat tercapai. Namun jika dirasa sulit
maka perlu adanya peraturan yang mengatur secara jelas seberapa jauh
nilai kekuatan saksi de auditu untuk digunakan pada saat keadaan

tertentu.
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